
BAWASLU 
ADAN PONGAWAB PRMILIHAR UHUM PROVIM ULAWIISIATAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMA 
PROVINSsI SULAWESI SELATAN 

NOMOR : M0 /SN/HM.00/1/2021 

TENTANG 
PENETAPAN TIM POKJA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN 
TAHUN 2020 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PRoVINSI SULAWESI SELATAN 

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas 

Provinsi, dan 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa 
Pemilihan Umum Badan Pengawas 

Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi 
ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, 
pengelolaan, dokumentasi dan arsip, serta penanganan 
keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik di 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi 
Sulawesi Selatan, perlu dibentuk Tim Keterbukaan 

Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Selatan tentang Penetapan Tim Keterbukaan 

sebagaimana 

Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2020. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4287); 

Mengingat 

Tahun 2. Undang-Undang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Nomor 2004 tentang 

14 Tahun 2008 3. Undang-Undang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Nomor tentang 



Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -

Undang sebagaimana diubah terkahir kali dengan Undang 
- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan 
Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti 
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5678); 

5. Undang-Undang 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Panitia Pengawaas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas 

Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 181); 

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor7 
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan 

Pengawas Sekretariat Panitia Pemilihan Umum 

Kecamatan, 

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 

2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan 

Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, 
Tahun 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan 
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021; 

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 
Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIIl/2018 Indonesia 
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Tahun 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi 

Publik 

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP 
DIPA- 115.01.2.686459/2021 Tanggal 23 November 2020 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun Anggaran 2021. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: 

KESATU : Membentuk Tim Pokja Keterbukaan Informasi Publik 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 

Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini; 

KEDUA :Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan 

wewenang sebagaimana berikut; 

a. Pembina / Pengarah: 
menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan 

implementasi 
Informasi Publik di Bawaslu Provinsi; 

1. 

pengelolaan dan pelayanan 

2. memberikan terhadap persetujuan 
pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat 

oleh PPID; 
3. memberikan persetujuan terhadap Laporan 

Layanan untuk disampaikan kepada Komisi 

Informasi; dan 

menindaklanjuti 
pelayanan 
sebagaimana 
Pelayanan. 

rekomendasi perbaikan . 

dan pengelolaan Informasi 

tercantum dalam Laporan 

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan 

kepada PPID mengenai 
Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi 
Publik; 

1. 

2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi; 

Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon 

Informasi; 
Penyusunan Daftar Informasi Publik; 

Penyusunan Laporan Layanan; dan 
Penanganan Sengketa Informasi Publik. 

5. 

6. 
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d) Menyampaikan urat pemberituhuan kepada 

Pemohon atan pernetufunn PPD 
c) Menyampnikan Informasi yang dimohonkan 

kepnda Pemohon atnn pernetujuan PPID; dan 

Mencrima nuat keberutan Penohon untuk 

diterunkan kepadn Atan PPID 
2. Membuat laporan aktivítan peluyanan Inlormani 

nctiap 1 (natu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah 

Pemohon, subjek/materi Informani yang dimohon, 

dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan 

3 Membantu PPID membuat Iaporan Layanan. 

KETIGA dikeluarkan sebagai akibat Segala 
ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinni Sulawei 

Tenggara Tahun Anggaran 2021 dengan SP DIPA-
115.01.2.686459/2021 Tanggal 23 November 2020 

biaya yang 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari s/d 

31 Desember 2021, dengan ketentuan 

kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan 

perbaikan sebagaimnana mestinya 

KEEMPAT 
apabila di 

DITETAPKAN DI MAKASSAR 
PADA TANGGAL 1P-JANUARI 2021 

KEPALA SEKRETARIAT, 

DR. JALALUDIN, M.Pd. 
Pombina Utame Muda, IV/c 

Nip 19720403 199903 1 011 

Tembusan, Ythi 

Ketun Bawanlu RI di Jukarla; 
2. Bekretaris Jenderal Bn Wanlu RI di Jakartn; 

3. Krtun Bnwaalu Provinai Bulowoni Bolntan, 
4. Yang bersnngkutan, 

Aroip. . 
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LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS 

PEMILU PROVINSI SULAWESI SELATAN 

NOMOR 
TANGGAL JANUARI 2021 

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN 

JABATAN KEDUDUKAN 
NO NAMA 

Ketua Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Selatan 
Pembina 

. Drs. H. L. Arumahi, MH 

Kepala Sekretariat Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Selatan 
Atasan PPID 

2. Dr. Jalaludin, M.Pd 

Kabag Hukum, Humas, Data 

dan Iformasi Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Selatan 

PPID 
3. Nurmalawati Pulubuhu, S.IP 

Anggota Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Selatan 
TIM PERTIMBANGAN 

4. Drs. Saiful Jihad, M.Ag 

Anggota Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Selatan 
TIM PERTIMBANGAN 

5. Azry Yusuf, SH,.MH 

Anggota Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Selatana 
TIM PERTIMBANGAN 

5. Dr. Adnan Jamal, SH,.MHH 

Anggota Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Selatan 
TIM PERTIMBANGAN 

7. Amrayadi, SH 

Anggota Bawaslu Provinssi 

Sulawesi Selatan 
TIM PERTIMBANGAN 

3. Asradi, SE.,MH 

Anggota Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Selatan 
TIM PERTIMBANGAN 9. Hasmaniar Bachrun, S.Pi 

TIM PERTIMBANGAN Kepala Urusan Penyele saian 
Sengketa Informasi Publik 10. Rachmawati Halik, SH 
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PETUGAS PELAYANAN 

INFORMASI 
11. Irwan Surya Darmawan, SM Staf Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Staf Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Selatan 

PETUGASs PELAYANAN 

INFORMASI 12. Tauflk Rizal, S.IP 

Staf Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Selatan 

PETUGAS PELAYANAN 

13. M. Chaidir Pratama, s.Sos INFORMASI 

Staf Bawaslu Provinsi 

Sulawesi Selatan 

PETUGAS PELAYANAN 

INFORMASI 

14. Hasriyadin, S.Kom 

PETUGAS PELAYANAN 

INFORMASI Staf Bawaslu Provinsi 

15. Abdi, SHI Sulawesi Selatann 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

KEPALA SEKRETARIAT, 

DRJALALUDIN, M.Pd. 
Pembina Utama Muda, IV/cc 

Nip: 19720403 199903 1 011 
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